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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dipenghujung abad ke 20 yang lalu, PBB telah memutuskan agenda besar

pembangunan di seluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai Millennium

Development Goals (MDG’S) yang terdiri dari 8 butir yaitu (OECD), 2001: (1)

1. Eradicate Extreme Poverty and hunger (pemberantasan kemiskinan dan
kelaparan ekstrim),

2. Achieve Universal Primary Education Tercapainya (pendidikan dasar
secara universal),

3. Promote Gender Equality and Empower Women (Dikedepankan kesadaran
gender dan pemberdayaan perempuan),

4. Raduce Child Martality (Pengurangan Kematian anak Balita),
5. Improve Maternal Health (Perbaikan Kesehatan Ibu),
6. Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Disease (Peperangan terhadap

HIV/AIDS, Malaria dan penyakit-penyakin lain),
7. Ensure Environmental Sustainability (Kepastian Keberlanjutan

Lingkungan),
8. Develop A Global Partneship For Development (Pengambaran Kemitraan

Global untuk Pembangunan).

Jika di cermati, kedelapan agenda pembangunan PBB tersebut, ternyata

semuanya sudah tercakup dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

yang dirumuskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia

berbunyi:

“….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial….”.

_________________
1) Toto Mardikanto.Pemberdayaaan Masyarakat. Alfa Beta, Bandung.2013, Hlm: 1
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Setiap negara dibentuk tentu bukan tanpa tujuan.Seperti halnya ketika

kalian membentuk kelompok belajar mendirikan clubhobi membaca atau

membentuk kelompok tari.Kalian tentu mempunyai tujuan tertentu, misalnya agar

mudah dalam belajar atau agar hobi dapat tersalurkan dan makin

terarah.Bagaimana dengan tujuan negara?Tujuan negara adalah suatu sasaran

yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide yang bersifat abstrak-ideal

berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada

hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagian rakyatnya.

Hal ini menunjukan bahwa, tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana

yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini, sebenarnya merupakankebutuhan

sekaligus cita-cita universal, yaitu terwujudnyan “kesejahteraan” (welfare) bagi

semua warga negara, baik semua warga negara, baik secara individual, nasional,

maupun global.

Upaya-upaya untuk mencapai perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap

individu maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari sering disebut

sebagai upaya “pembangunan”.

Toto Mardikanto memberikan pengertian pembangunan:

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan
untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik,
atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik
lagi.(2)

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak

pernah kenal berhenti, untuk terus mewujudkan perubahan-perubahan dalam

kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam

2) Idem Hlm: 2
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situasi lingkungan kehidupan yang juga terus-menerus mengalami perubahan-

perubahan.

Mengenai definisi pembangunan itu sendiri menurut Riyadi (dalam

Mardikanto) mengungkapkan bahwa:(3)

Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya
tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat serta individu-
individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembanguna
itu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, pemerintahan daerah berwenang untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas perbantuan. Pemberian otonomi luas kepala daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peingkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam arti pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah kewenangan

mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan

Pemerintah yang ditetapkan, dengan ini daerah diberi kewenangan membuat

kebijakan untuk memberi pelayanan, meningkatkan peran serta prakarsa dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.(4)

Bila dihubungkan dengan Islam, upaya-upaya untuk mencapai perbaikan

kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas masuk ke dalam

asas kesejahteraan Masyarakat Nilai – nilai kesejahteraan yang terkandung di

_________
3) Idem Hlm: 3
4) http://bembyagus.blogspot.com/2010/12/prinsip-otonomi-daerah.html
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dalam Al-Qur’an merupakan tugas/kewajiban manusia untuk menegakkan

keadilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-ma’un ayat 1-7

berbunyi:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?Itulah orang yang
menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang
miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang
yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya.dan enggan (menolong
dengan) barang berguna.”.

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pembangunan

perekonomian daerah, yang didasarkan pada kebijakan-kebijakan pembangunan

yang kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber

daya manusia.

Arsyad dalam Subandi, melalui strategi pembangunan ekonomi daerah

diantaranya, Strategi Pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang

ditujukan untuk memberdayakan suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu

daerah dengan menciptakan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi

kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.(5)

Penuntasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang

penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangganan Fakir Miskin.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara

berkelanjutan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Perkotaan

dan diperluas lagi menjadi Program Nasiaonal Pemberdayaan Masyarakat

____________
5) Subandi.Ekonomi pembangunan.Alfa Beta, Bandung, 2011 Hlm 140
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(PNPM) dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan di perkotaan

melalui PNPM Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan program pemerintah untuk

menanggulangi kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan

PNPM Mandiri perkotaan adalah program peningkatan kesejahteraan dan

kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan dana dalam

bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setelah terlebih dahulu masyarakat

terbentuk kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif, dan dipercaya

atau disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui pendampingan oleh

konsultan/fasilitator. Selanjutnya BKM dan relawan akan membuat Program

Jangka Menengah (PJM) untuk jangka waktu tiga tahun yang setiap tahunnya

dilakukan evaluasi. Kegiatan yang diwadahi PNPM Mandiri Perkotaan adalah

untuk mentransformasi masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya menuju

masyarakat mandiri, dan selanjutnya dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat

madani.

Bila dilihat dari PNPM Mandiri Perkotaan, tidak terlepas dari asas

keadilan yang sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:

“Sesunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada mu.Sesungguhnya
Allah adalah maha nendengar lagi maha melihat.”

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaanberdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
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Kemiskinan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2008

tentang Organissi dan Tata Unit Manajemen Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (PMU P2KP).

Secara umum, prinsip pendekatan dan dasar hukum PNPM Mandiri

Perkotaan, menganut yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM

Mandiri Perkotaan diantaranya sebagai berikut:

a. Pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan,

senantiasa bertumpu pada pada peningkatan hakikat dan martabat manusia

seutuhnya.

b. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat yang kurang beruntung.

c. Partisipasi masyarakat, secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan

pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.

d. Desentralisasi kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan

kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masayarakat

kapasitasnya.

e. Berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tetapi

juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestararian lingkungan

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh

dalam skala perwilayahan yang memadai, yang memungkinkan terjadinya

keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam
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hal ini dipilih kecamatan sebagai fokus program yang mampu mempertemukan

perencanaan dari atas dan dari bawah.

Dalam penunjukan lokasi sasaran PNPM Mandiri di Kota Bandung

ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

sebagai lokasi yang akan menerima stimulasi Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM). TNP2K adalah kelembagaan yang berada dibawah Menkokesra. Seluruh

kelurahan di Kota Bandung yang berjumlah 151 kelurahan difasilitasi PNPM

Mandiri Perkotaan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus-menetus untuk

menumbuh kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal

kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang

mandiri dan sejahtera.

Dengan latar belakang tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk

mengadakan penelitian terhadap perkembangan PNPM Mandiri Perkotaan

khususnya di Kota Bandung.

Berdasarkan fakta diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan

penelitian tentang permasalahan yang berkaitan denganaspek hukum

penanggulangan kemiskinanyang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan

judul:
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“KEDUDUKAN DAN FUNGSI KELEMBAGAANPROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM)
MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2005 TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KOTA
BANDUNG”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kedudukan kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan dalam

struktur Pemerintahan Daerah berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2009

tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan?

2. Sejauhmana Fungsi PNPM Mandiri Perkotaan dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan Perda No. 06 Tahun 2005

tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPM) Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan

dalam struktur Pemerintahan Daerah berdasarkan Perpres No. 13 Tahun

2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

2. Untuk mengetahui Sejauhmana Fungsi PNPM Mandiri Perkotaan

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihubungkan dengan

Perda No 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kota (LPM) Kota Bandung.
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D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan

ilmu hukum yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perkotaan pada

khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah

daerahdan pada masyarakat pada umumnya tentang Kedudukan dan

Fungsi PNPM Mandiri Perkotaan.

E. Kerangka Pemikirann

Dalam pembukaan UUD’45, tujuan terbentuknya Negara Republik

Indonesia sebagaimana disebutan dalam alinea keempat yaitu memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu artinya pemerintah

bertanggung jawab penuh atas permasalahan kemiskinan yang terjadi pada

rakyatnaya serta dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan pendidikan

kepada seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Pemerintahdalam menangani masalah penanggulangan kemiskinan

dan pemberdayaan masyarakat dipertegas juga dalam UUD’45 pasal 34 ayat 1 dan

2 yang berbunyi: “(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh

Negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
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Dengan demikian tugas pemerintah, mau tidak mau harus memberikan

kesejahteraaan dan jaminan sosial kepada orang-orang fakir miskin dan anak-anak

terlantar lainnya karena itu adalah tugas Pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan di perkotaan sebagai upaya pemerintah untuk

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan tidak terlepas dari aspek hukum

yang ada, untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang

miskin di Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat UUD’45. Dalam mewujudkan

amanat UUD’45 dalam mensejahterakan masyarakat maka disumber berbagi

undang-undang.

Kedudukan PNPM Mandiri Perkotaan yang berfungsi untuk membantu

mengurangi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang

penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangganan Fakir Miskin.Terselenggarnya

kegiatan program tersebut di tingkat kota/kabupaten,Pemerintah Pusat

memberikan ruang bagi terselenggaranya Pemerintahan di Daerah secara lebih

demokratis dengan kewenanggan yang lebih luas, nyata dan tanggungjawab,

sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, secara umum peranan

Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator, regulator, dinamisator.

Dalam merealisasikan kebijakan di dasari oleh undang-undang tersebut

diatur pemerintah meluncurkanprogram penanggulangan kemiskinan yang

diberikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
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Perkotaan.Dasar hukum pelaksanaan dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah sama

dan merujuk pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kota, dilaksanakan

oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota bersifat koordinatif dan

konsultatif.(7) PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan program pemerintah untuk

menanggulangi kemiskinan yang berbasispemberdayaan masyarakat. Tujuan

PNPM Mandiri perkotaan adalah program peningkatan kesejahteraan dan

kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan dana dalam

bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM).(8)

PNPM Mandiri Perkotaan sebagai dasar bagi upaya pengembangan

pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dengan melibatkan program

pengembangan infrastruktur,sosial, dan bantuan ekonomi melalui pinjaman dana

bergulir.(9)Disamping dasar hukum yang disebutkan diatas, realisasi PNPM

Mandiri perkotaan di Kota Bandung didasari atas MoU antara pemerintah kota

Bandung dengan Dirjen Cipta Karya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diwadahi PNPM Mandiri

Perkotaandi Kota Bandung, maupun ditingkat kelurahan.Berdasarkan Peraturan

Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang Tim KoordinasiPenanggulangan

kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota,bertujuan untuk mentransformasikan

masyarakat dari masyarakat yang tidak berdaya menuju masyarakat mandiri, dan

selanjutnya dari masyarakat mandiri menjadi masyarakat madani.(10)

___________________
7) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 Ayat (5)
8) Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hlm: 10
9) Sri Lestari Rahayu. Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan ke Masa Depan. Fokusmedia, Jakrata 2012,
Hlm: 79
10) Pedoman PNPM, Hlm: 23
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PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pendekatan yang efektif untuk

mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan menguatan peran Pemerintah Daerah

dalam mengekpresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat, dilakukan secara

terus menerus yang disebut dengan gerakan Tridaya yang terdiri dari daya

pembangunan sosial, daya pembangunan lingukangan dan daya pembangunan

ekonomi, yang akhirnya akan menghasilkan penanggulangan kemiskinan secara

mandiri.

Yang menjadi kerangka pemikirkan bagi penulis adalah sebagaimana

terdapat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Feedback (dipertahankan atau ditingkatkan)

Tujuan

Negara

Fungsi

Pemerintah:

-Memajukan

kesejahteraan

umum

-Mencerdaskan

Kehidupan bangsa

Pembukaan UUD

1945 Alinea 4

Program:

-Bantuan

Langsung

-Bantuan

simpanpinjam

Sasaran:

Masyarakat yang

tidak mampu
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Dari bagan diatas bahwa tujuan negara tidak terlepas dari fungsi Negara

yang bertujuan agar sasaran masyarakat penerimaan bantuan sesuai dengan yang

menjadi sasaran sesuai dengan PNPM Mandiri Perkotaan serta para pelaksana dari

PNPM Mandiri Perkotaan dalam kegiatannya sesuai dengan asas hukum yang

ada.

Kerangka pemikiran tersebut diatas menjadi acuan bagi penulis untuk

mengetahui PNPM Mandiri Perkotaan berjalan sesuai dengan tujuan dan

fungsinyang diharapkan atau bahkan sebaliknya.

Dari operasional variabel dilakukan dengan menjabarkan konsep-konsep

variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang

digunakan, dimensi tersebut dijabarkan menjadi indikator.

Tabel 1.1

Operasional Paramenter

Variabel Dimensi Indikator

Kedudukan dan Fungsi
Tim PNPM Mandiri

Perkotaan

1. Kedudukan Negara 1. Pembukaan UUD
(Tugas Negara)

2. UU 23 Th 2014
UU 13 Th 2011

3. Peraturan Presiden:
No. 13 / 2009
No. 15 / 2010

2. Fungsi Pemerintah
dalam
Penanggulangan
Kemiskinan

a. Fungsi Pemerintah:
- Kesejahteraan.
- Pencerdasan.

b. Fungsi PNPM
Mandiri Perkotaan
dalam
penanggulangan
kemiskinan:
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- Bantuan Ekonomi.
- Bantuan Sosial.
- Bantuan Infrastruktur.

Keserahteraan
Masyarakat

1. Pemenuhan
kebutuhan
Infrastruktur

2. Kebutuhan Sosial

3. Kebutuhan Ekonomi

-Perbaikan rumah tidak
layak huni
-Air bersih
-Jalan gang
-Beasiswa
-Gizi/Kesehatan
-Sembako
-Penelitian
-Pinjaman dana bergulir

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini, memuat tentang jenis penelitian,

sampel, survei, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan dan pengolahan data,

dan analisis hasil survei di lapangan.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan

jenis penelitian, survei lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang

Kedudukan dan Fungsi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Antapani Kidul.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian metode ini, penelitian hukum yang digunakan

dengan menggunakan hukum normatif (yuridis normatif), yuridis empiris, yuridis

sosiologis. Yaitu, dengan cara menggunakan dokumen atau data-data sekunder
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yang berkaitan dengan PNPM yang ditinjau dengan aspek hukum dan undang-

undang, yuridis empiris dilihat dari pelaksanaan PNPM di kelurahan Antapani

Kidul dan yuridis sosiologis menggunakan pendekatan melihat atau terjun

kelapangan.

3. Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengutamakan pada data sekunder atau

data perpustakaan, sehingga penelitian dilakukan dengan tahap penelitian

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan

Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

dan Peraturan Daerah No 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kota (LPM) Kota Bandung. Disamping itu, meneliti data sekunder

yang berupa yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, antara lain

pedoman tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, karya tulis, hasil

penelitian, majalah, Koran, kamus hukum.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Antapani Kidul.Waktu pelaksanaan

penelitian mulai dari bulan April 2015 dan direncanakan selesai pada bulan Juli

2015.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data melalui studi dokumentasi.
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5. Metode Analisis

Dari seluruh data yang diperoleh, dianalisis secara normatif kualitatif,

bersifat normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai

norma hukum positif. Sedangkan bersifat kualitatif karena data bertitik tolak dari

usaha penemuan asas-asas informasi yang bersifat monografik dari responden

yang menjadi obyek peneliti.

6. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

Kegiatan Waktu

1. Tahap Penelitian
a. Pembuatan rancangan

penelitian
b. Pengumpulan bahan
c. Penyusunan izin penelitian

2. Penelitian Perpustakaan

3. Analisis Data

4. Penyusunan Laporan

3 Minggu

3 Minggu
3 Minggu

3 Minggu

3 Minggu

3 Minggu

Jumlah Lama Penelitian 4 Bulan
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